
 
WALIKOTA YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN  WALIKOTA  YOGYAKARTA 
 

NOMOR  45  TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 85 
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS 

ELEKTRONIK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  YOGYAKARTA, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik 

dan dalam rangka pengembangan Tata Naskah Dinas 

Elektronik sebagai upaya menunjang tugas umum 

pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu 

mengubah Peraturan Walikota dimaksud; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta 

Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata 

Naskah Dinas Elektronik;  
 

Mengingat    : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

 2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 



lndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 4843); 

 4.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 5071); 

 5.  lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 

 6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

 7.  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aktif Di Pemerintah 

Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 

2017 Nomor 98); 

 8.  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2010 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 

20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 

Nomor 20); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 85 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 

Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita 

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 86) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

Maksud pedoman pelaksanaan TNDE adalah sebagai acuan dalam 

penggunaan sistem tata naskah dinas secara elektronik dalam 

mekanisme surat menyurat  internal Pemerintah Kota Yogyakarta dan 

Badan Usaha Milik Daerah. 

 

 



 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4 

(1) Penggunaan TNDE meliputi : 

a. surat edaran; 

b. surat biasa;  

c. surat undangan; 

d. surat perintah; 

e. surat perintah tugas; 

f. telaah staf; 

g. laporan; dan 

h. pengumuman. 

 

(2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan 

bagi surat perintah yang menjadi satu kesatuan dengan surat 

perintah perjalanan dinas. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Yogyakarta. 

 
 

 Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal  22 Mei 2020 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 
 
 ttd 

 
 
       HARYADI SUYUTI 

   
 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 22 Mei 2020 
  

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA 
 

  
                             ttd 

 

                 AMAN YURIADIJAYA 
 
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR  45 

 
 

 
 


